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BAB II

URAIAN UMUM
2.1 Sejarah Gedung Sate



Kantor  Gubernur Propinsi Jawa Barat yang dijuluki “ Gedung Sate” memiliki latar belakang sejarah yang sangat menarik dan unik. Gedung ini semula dibangun sebagai Kantor Pusat Pemerintahan dari ibukota Nederland Oost Indie, karena   Jakarta (Batavia) dianggap kurang cocok bagi para petinggi Belanda yang berkuasa di Indonesia, sebagai negeri jajahannya.



Itulah sebabnya, mengapa gedung ini diciptakan semegah dan seindah mungkin dengan memadukan arsitektur Barat dan Timur, serta dengan bahan – bahan bangunan dan ribuan pekerja terbaik yang bisa diperoleh pada saat itu.


Pusat perkantoran untuk Ibukota Nederlandsch Oost Indie yang disediakan oleh pihak Gemeente (semacam kotapraja pada zamannya ) Bandung adalah sebidang lahan yang luasnya 27 hektar di kawasan Utara Bandung. Lahan itu berbentuk persegi panjang yang membentang dari Selatan ke Utara, dimulai dari tanah untuk bangunan pusat pemerintahan atau Gonvernements Bedrijven (GB) yang kini disebut “Gedung Sate”, yang bersumbu lurus ketengah – tengah Gunung tangkuban Perahu. Oleh penduduk tempo dulu “Gedung Sate” dinamai “Gedung hebe”, kemudian lebih populer dipanggil Gedung Sate karena di puncak menara gedung tersebut terdapat ”tusuk sate” dengan 6 ornamen berbentuk jambu air.


Kabarnya ornamen itu, melambangkan “modal” awal pembangunan pusat perkantoran itu sebesar 6 juta Gulden. Namun menurut majalah Economische Geographie, ‘S- Gravenhage’ 1919,pihak  Gemeente hanya menyediakan dana 5 juta gulden. Mungkin yang jsejuta Gulden lagi dalam bentuk lahan.


Untuk pembangunan sebuah kota, sudah tentu memerlukan anggaran yang tidak kecil. Dari demikian banyak rencana yang harus dibangun, hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan antara lain “Gedung Sate” dan beberapa gedung lainnya.

Tertundanya pembangunan perkantoran untuk ibukota Nusantara di Bandung adalah dari akibat resesi ekonomi dunia pada tahun 1930, yang saat itu juga melanda pemerintahan Belanda di Indonesia.

Bangunan perkantoran yang sempat diselesaikan pada saat itu disamping “Gedung Sate” adalah Kantor Pusat PTT, Laboratorium dan Museum Geologi dan Dinas Tenaga Air dan Listrik.


Peletakan batu pertama pembangunan Gedung “GB”  untuk  Nederlandsch Oost Indie dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1920 oleh Nona Johanna Catherina Coops, puteri sulung Walikota Bandung B. Coops, dan Nona Petronella Roelofsen mewakili Gubernur Jenderal di Batavia.

Bangunan gedung ini dirancang oleh arsitek Ir. J. Berger dari Landsgebouwdienst semacam Dinas Pembangunan gedung -0 gedung pemerintah Negeri Belanda.
Sebagaimana umumnya bangunan resmi yang didirikan oleh Pemerintahan Belanda, Gedung “GB” sebagai pusat pemerintahan harus dapat menimbulkan kesan anggun, megah dan monumental.
Setelah 4 tahun dibangun, dengan memperkerjakan lebih dari 2000 pekerja, diantaranya terdapat 150 orang pemahat (ahli ‘bongpay – pengukir batu nisan) dan pengukir kayu orang – orang Cina dari Konghu atau Katon, maka pada awal 1924 bangunan Hoovdbureau PTT rampung dikerjakan. Barulah kemudian pada bulan September 1924 induk bangunan utama Gedung “GB” selesai, termasuk bangunan perpustakaan.
Ketika berkunjung ke Bandung pada saat “Gedung Sate” hampir selesai pada bulan april 1923, lebih jauh H.P Berlage mengemukakan, bahwa bangunan ini mengingatkan kita pada gaya arsitektur Italia dimasa Renaissance, terutama bangunan sayap. Sedangkan menara bertingkat ditengah bangunan, mirip atap “meru” dari Bali atau “Pagoda” dari Thailand.
Diantara hal – hal yang unik dalam pembangunan “Gedung Sate”, selain gaya arsitekturnya yang merupakan perpaduan antara Timur dan Barat, juga ada kemungkinan diilhami oleh gaya arsitektur Thailand, sebagaimana tampak pada ornamen bagian depan. Disamping itu keindahan dan kemegahan Candi Borobudur turut mewarnai gedung ini.
Monumental ini sejumlah besar kepingan batu berukuran 1 x 1 x 2 meter  digali dari Gunung Arcamanik dan Gunung Manglayang,Bandung Timur. Melalui kereta gantung (cable car) batu – batu besar itu diangkut menuruni perbukitan hingga ke lokasi pembangunan.
Sisa – sisa menara dan kabel – kabel baja untuk lintasan kereta gantung itu masih ada pada saat Jepang masuk Kota Bandung. Namun kini sudah tidak tersisa lagi, mungkin dibongkar oleh tentara Jepang, karena besinya diperlukan untuk kepentingan peperangan.
Pada zaman perang kemerdekaan, yaitu pada tanggal 3 Desember 1945 sebanyak 7 orang pemuda yang mempertahankan gedung itu gugur ketika melawan pasukan Gurkha. Kini halaman Gedung Sate terdapat sebuah batu besar untuk memperingati para pahlawan itu. Sedangkan tanggal 3 Desember dinyatakan sebagai Hari Bhakti  Pekerjaan Umum, karena pada saat para pemuda itu gugur, gedung tersebut digunakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum .
· Adapun Visi Dan Misi  dari pemerintah propinsi Jawa Barat 
VISI JAWA BARAT

“Jawa Barat dengan iman dan taqwa sebagai propinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibu kota Negara Tahun 2010”
VISI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT 2003-2008

“Akselerasi peningkatan kesejahtraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Jawa Barat tahun 2010”
MISI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT 2003-2008

· Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia jawa barat

· Pengembangan stuktur perekonomian daerah yang tangguh

· Pemantapan kinerja pemerintah daerah

· Peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan

· Peningkatan kualitas kehidupan sosial berlandaskan agama dan budaya daerah
 Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam Misi  diatas adalah sebagai berikut :
Tujuan :

· Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan serta Pengendalian Penduduk

· Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan memperluas kesempatan kerja

· Meningkatkan Sinergitas, Produktivitas dan Akuntabilitas Manajemen Pemerintah Daerah

· Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

· Meningkatkan  Pengalaman Ajaran Agama, Keharmonisan Sosial dan Apresiasi terhadap budaya daerah dan mewujudkan kesalehan sosial.

Sasaran :

· Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

· Terkendalinya jumlah dan penyebaran penduduk Jawa Barat secara proporsional dengan laju pertumbuhan penduduk.

· Memperluas lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

· Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah
· Meningkatkan sinergitas antar tingkat pemerintah

· Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat

· Meningkatnya Pelaksanaan manajemen pencegahaan dan penanggulangan bencana alam.

· Terwujudnya pemberdayaan peran lembaga kemasyarakatan
· Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban sosial.

Karyawan tentunya mengharapkan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan jenjang karier yang diinginkan. Bila kondisi tersebut dipenuhi maka ia akan merasa puas dan sebaliknya   bila kebutuhan tidak terpenuhi maka akan muncul rasa tidak puas. Kondisi perusahaan yang mampu menimbulkan suatu kepuasan akan menciptakakn kinerja yang baik bagi karyawan, dan jika  sebaliknya maka akan menimbulkan masalah bagi perusahaan itu sendiri salah satunya adalah menurunya kinerja karyawan. Mengingat pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam perusahan itu sendiri untuk mencapai suatu kepuasan , maka penulis tertarik membuat Laporan Kuliah Kerja Praktek dengan mengambil judul “ANALISIS PENILAIAN KINERJA APARATUR DI BAGIAN PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM BIRO  SARANA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA BARAT”.
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Sumber : Kantor Pemerintah Jawa Barat

Gambar  2.1
Stuktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Bagian PPU Setda Jawa Barat
 2.3  Deskripsi jabatan
Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 37 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 29 seri D, Perda No. 13 Tahun 2000) tanggal 15 Desember 2001 dan diundangkan tanggal 31 Desember 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Rincian Tugas Sekretariat Daerah (Setda) Propinsi Jawa Barat.

Di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut, dinyatakan bahwa Biro Sarana Perekonomian berada di bawah Asisten Perekonomian selain Biro Bina Produksi dan Biro Pengendalian Program.
Pada Paragraf 1, pasal 42 mengenai Biro Sarana Perekonomian dinyatakan bahwa, Biro Sarana Perekonomian mempunyai tugas pokok mengkaji bahan kebijakan umum, pengendalian dan evaluasi, koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan sarana perekonomian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagimana dimaksud di atas, Biro Sarana Perekonomian mempunyai fungsi :Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang pengembangan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM serta pariwisata dan seni budaya yang bernilai ekonomi.

Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang usaha daerah lembaga keuangan dan investasi.

Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang perhubungan, kebinamargaan dan sumber daya air. 

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan sarana perekonomian dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah.
Pada Biro Sarana Perekonomian Setda Propinsi Jawa Barat, membawahkan :

a. Bagian Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

b. Bagian Pengembangan Usaha Daerah dan Investasi.

c. Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Bagian Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata, membawahkan :

a. Sub. Bagian Perindustrian dan Perdagangan

b. Sub. Bagian Koperasi dan UKM

c. Sub. Bagian Pariwisata

Bagian Pengembangan Usaha dan Investasi, membawahkan :

a. Sub. Bagian Perusahaan Daerah.

b. Sub. Bagian Perbankan Daerah.

c. Sub. Bagian Investasi.

Sedangkan pada Bagian Perhubungan Dan Pekerjaan Umum, membawahkan :

a. Sub. Bagian Perhubungan 

b. Sub. Bagian Kebinaragaan

c. Sub. Bagian Sumber Daya Air
1) Kepala  Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum.Memiliki uraian tugas:
1.   Menyusun rencana kerja bagian perhubungan dan pekerjaan umum
2.   Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan      kegiatan kepada bawahan

3.   Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan

4. Mengkordinasikan kegiatan bawahan

5.  Mengevaluasi hasil kerja bawahan
6. Mengoreksi dan meneliti konsep bahan pembinaaan di bidang perhubungan ,kebinamargaan dan sumber daya air
7. Meneliti dan menganalisis konsep bahan kebijakan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum
8. Meneliti dan menganalisis konsep bahan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum
9. Mengoreksi dan meneliti konsep petunjuk teknis
10. Mengatur pelaksanaan urusan ketatausahaan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bagian perhubungan dan pekerjaan umum
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Sub Bagian, yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.mempunyai Tugas :
a. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Perhubungan
b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan
c. Memantau dan Mengawasi kegiatan bawahan
d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan
e. Mengoreksi olahan data  dari perusahaan
f. Menyusun konsep naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perhubungan.
g. Melakukan konsultasi dengan pejabat pada Dinas/Badan/Lembaga/Unit kerja terkait
h. Mengatur pengadministrasian dan pengoprasian komputer Bagian Perhubungan.

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub bagian Perhubungan.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Pengonsep Naskah Dinas,yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian  mempunyai tugas :
a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan
b. Melaksanakan tugas dalam pengumpulan dan pengolahan data.
c. Memeriksa dan  mempelajari kebenaran data yang masuk
d. Mengolah data dengan mengklasifikasi berdasarkan petunjuk atasan
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas diatas
4) Pengumpul Dan Pengolahan Data, yang  bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian  Mempunyai tugas :
a. Mempelajari tugas dan petujuk kerja yang diberikan atasan
b. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Perhubungan
c. Memeriksa dan mempelajari kebenaran data yang masuk
d. Menginvestasikan dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan Perhubungan
e. Menyajikan informasi olahan data sebagai bahan pemantau situasi dan kondisi di lapangan
f. Menyimpan.memelihara dan memberikan layanan permintaan data yang berkaitan dengan Perhubungan.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5)  Pengadministrasian Keuangan, yang  bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :
a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan
b. Mengonsep rencana kebutuhan biaya kegiatan Perhubungan berdasarkan usulan dari unit kerja/Bagian
c. Mengajukan daftar permintaan pembayaran berdasarkan alokasi biaya dan petunjuk atasan sebagai realisasi pelaksanaan program.
d. Menerima dan menghitung jumlah uang yang diterima untuk mencek kesesuaian dengan dokumen penerimaan.
e. Meneliti tagihan yang telah disetujui atasan serta mencek persediaan dananya dalam buku pembantu.
f. Membayarkan uang untuk kegiatan unit,sesuai jumlak tagihan yang telah disetujui atasan
g. Membukukan bukti penerimaan dan pengeluaran untuk bahan pertanggung jawaban.
h. Mencatat surat perintah perjalanan Dinas dan mengajukan biaya perjalanan dinas.
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Pengadministrasian Umum, yang  bertanggung jawab kepada Kepala Sub    Bagian mempunyai tugas :
a.    Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan
b. Menerima dan mencatat nomor,tanggal dan perihal naskah dinas,memorandum,dokumen dan paket yang masuk ke sub bagian perhubungan dan pekerjaan umum.
c. Mencatat disposisi dan tanggal dari kepala bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
d.  Mencatat tanggal penerimaan alamat yang dituju danperihal naskah dinas yang sudah selesai diproses.
e. Mencatat dan menyimpan naskah dinas,memorandum dan dokumen yang sudah selesai diproses sesuai pola kearsipan.
f.  Memberikan layanan permintaan arsip naskah dinas.
g. Menerima,mengirim dan mencatat berita telepon
h. Mengetik konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bagian perusahaan 
i.  Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
j.  Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

 7) Operator Komputer,yang bertanggung jawab kepada kepala Sub Bagian mempunyai tugas :
a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan
b. Menghidupkan unit pusat pemprosesan dan peralatan lainnya sehingga komputer siap digunakan
c. Memasukan program dan perangkat lunak lainnya sesuai dengan kebutuhan
d. Memeriksa dan mengelola data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagian perhubungan
e. Mengoreksi olahan data agar diperoleh hasil yang baik dan benar.
f. Mencatat nama kode file sebagai pengendali untuk memudahkan penemuan kembali apabila diperlukan
g. Menyimpan file data sebagai arsip berdasarkan permasalahan
h. Memelihara perangkat komputer dan memperbaiki kerusakan ringan agar komputer selalu ada dalam keadaan siap pakai.
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4 Aspek kegiatan perusahaan

2.4.1 bagian perhubungan dan pekerjaan umum

1. Bagian perhubungan dan pekerjaan umum mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan umum dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan, kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air.

2. Dalam penyelenggarakan tugas pokok dagian perhubungan dan pekerjaan umum mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan perhubungan

b. Perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan kebinamargaan

c. Perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

d. Perumusan bahan fasilitasi dan bahan kordinasi serta bahan pengendalian penyelenggaraan perhubungan, kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air.

3. Rincian tugas bagian perhubungan dan pekerjaan umum :
a. Merumuskan bahan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan      perhubungan,kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air

b. Merumuskan bahan pedoman umum dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan, kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air

c. Merumuskan bahan telaahan staf, pengkajian,pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyelenggaraan perhubungan,kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air

d. Merumuskan bahan pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan perhubungan, kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air

e. Merumuskan bahan pedoman fasilitasi dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan perhubungan,kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air

f. Merumuskan bahan kordinasi penyelenggaraan perhubungan, kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air.

g. Merumuskan bahan penyelenggaraan perhubungan, kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air.
Bagian perhubungan dan pekerjaan umum, membawahi  :

· Sub Bagian Perhubungan 

1. Sub bagian perhubungan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum dan fasilitasi penyelenggaraan perhubungan.

2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok,subbagian perhubungan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan umum penyelenggaraan perhubungan

b. Penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan perhubungan

3. Rincian Tugas Sub bagian Perhubungan :

a. Menyusun bahan kebijakan umum penyelenggaraan perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut dan udara.

b. Menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan perhubungan

c. Menyusun bahan pedoman umum penyelenggaraan perhubungan

d. Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyelenggaraan perhubungan

e. Menyusun bahan pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan  perhubungan

f. Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan perhubungan

g. Melaksanakan bahan laporan penyelenggaraan perhubungan

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
· Sub Bagian Kebinamargaan   

1.   Sub.Bagian Kebinamargaan mempunyai tugas pokok menyusun bahan       kebijakan umum dan fasilitasi penyelenggaraan kebinamargaan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian kebinamargaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan umum penyelenggaraan kebinamargaan.

b. Penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kebinamargaan.

3.   Rincian Tugas Sub.bagian Kebinamargaan :

a. Menyusun bahan kebijakan umum penyelenggaraan kebinamargaan yang meliputi jalan dan jembatan.

b. Menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan kebinamargaan.

c. Menyusun bahan pedoman umum penyelenggaraan kebinamargaan.

d. Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan  pengambilan kebijakan penyelenggaraan kebinamargaan.

e. Menyusun bahan pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan kebinamargaan.

f. Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kebinamargaan.

g. Menyusdun bahan laporan penyelenggaraan kebinamargaan.

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
· Sub Bagian Sumber Daya Air
1. Sub bagian sumber daya air mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub bagian Sumber daya air mempunyai fungís :

a. Penyusunan bahan kebijakan umum penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

b. Penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

4. Rincian Tugas Sub Bagian Sumber Daya Air :

a. Menyusun bahan kebijakan umum penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang meliputi singai,danau,waduk dan rawa
b. Menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air
c. Menyusun bahan pedoman umum penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

d. Menyusun bahan telan staff, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air

e. Menyusun bahan pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

f. Menyusun bahan kordinasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

g. Menyusun bahan laboran penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

h. Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait. 

2.4.2 Bagian Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata.
Rincian tugas bagian Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan pariwisata, yaitu sbb: 

a. Merumuskan bahan kebijakan umum penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan.

b. Merumuskan bahan kebijakan umum penyelenggaraan koperasi dan UKM.

c.    Merumuskan bahan kebijakan umum penyelenggaraan pariwisata dan seni budaya yang bernilai ekonomi.

d. Merumuskan bahan pedoman umum dan pengendalian, telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan pertimbangan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM serta pariwisata dan seni budaya yang bernilai budaya.   
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